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JBAWASLU

| BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

' KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : JI. Sultan Fatah No.10 Bintoro Demak

Telepon  :(0291) 6912935

Website  : demak.bawaslu.go.id

Email . set. demak@bawaslu.go.id

Nomor :1392/PM.00.02/K.JT-08/09/2024 Demak, 28 September 2024
Sifat : Penting

Lampiran -

Perihal " Imbauan

Kepada Yth.

1. H. EDI SAYUDI, S.T., M.H dan Drs. H. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Nomor Urut 01)

2. dr.

Hj. EISTI'ANAH, S.E dan MUHAMMAD BADRUDDIN, M.Pd.

(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Nomor Urut 02)

Di -

TEMPAT

1. Dasar Hukum

a.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi
Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses
Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024

tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;



e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

f. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor  274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

h. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 103 Tahun 2024 tentang ldentifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2024

2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota ditegaskan ayat (3) “Desain pada bahan Kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi Kampanye

dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)

dan ayat (2).” Ayat (4) “Desain pada bahan Kampanye sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan

Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye kepada

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung Pasangan

Calon.” Ayat (5) “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda

terima penyampaian desain pada bahan Kampanye sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.” Ayat (6) "Dalam
hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

menyampaikan pengembalian desain pada bahan Kampanye kepada Partai



Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan
Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.”

. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota ditegaskan ayat (1) “Materi Kampanye Pasangan Calon wayjib
memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka
panjang daerah provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah
kabupaten/kota.” Ayat (2) “Selain materi Kampanye Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan Calon menyampaikan program
Pasangan Calon.”

. Bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
ditegaskan “Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1),
harus: a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menjaga dan meningkatkan moralitas
dan nilai agama serta jati diri bangsa; c. meningkatkan kesadaran hukum; d.
memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai
bagian dari pendidikan politik; dan e. menghormati perbedaan suku, agama, ras,
dan antargolongan dalam masyarakat.”

. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota ditegaskan ayat (3) “Desain pada alat peraga
Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi
Kampanye dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1) dan ayat (2).” Ayat (4) “Desain pada alat peraga Kampanye
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau
tim Kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui petugas
penghubung Pasangan Calon.” Ayat (5) “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
memberikan tanda terima penyampaian desain pada alat peraga Kampanye
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir yang tercantum
dalam Lampiran VIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Komisi ini.” Ayat (6) “Dalam hal terdapat ketidaksesuaian desain pada alat
peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pengembalian desain pada alat peraga

Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik



Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas
penghubung Pasangan Calon.”

6. Bahwa berdasarkan bagian huruf b Penyebaran Bahan Kampanye angka 2
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ditegaskan angka 2)

Desain Bahan Kampanye ;

a. Desain bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon,
dan/atau tim Kampanye sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan
oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

b. Desain pada bahan Kampanye dapat memuat:

1. nama dan nomor Pasangan Calon;

2. visi misi dan program Pasangan Calon;

3. foto Pasangan Calon; dan/atau

4. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain
bahan Kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari
setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.

f. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Partai
Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu,
Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain
bahan Kampanye yang akan dicetak.

g. Desain bahan Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud
dalam huruf f dapat memuat:

1. Setiap Pasangan Calon; atau
2. seluruh Pasangan Calon.

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun
2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil
Walikota desain Alat Peraga Kampanye ditegaskan;

a. Desain Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan
Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah
ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;



b. Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat:

1.

nama dan nomor Pasangan Calon;

2. visi, misi, dan program Pasangan Calon;
3.
4

. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan

foto Pasangan Calon; dan/atau

Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai
Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta

Pemilu.

c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu,

Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain alat

peraga Kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari

setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.

d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Partai

Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu,

Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain alat

peraga Kampanye yang akan dicetak

e. Desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud

dalam huruf f dapat memuat:

1. Setiap Pasangan Calon; atau

2. seluruh Pasangan Calon.
8. Bawaslu Kabupaten Demak mengimbau agar Pasangan Calon memedomani

dan menaati desain kampanye sebagaimana diatur dalam angka 1 sampai

dengan angka 6.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan

terima kasih.

Tembusan:

KETUA,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengabh;

2. Arsip.
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